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Merosotnya Akhlak

Oleh Dr A Rasyid, MA

MASALAH kita hari ini ada-
lah persoalan kemerosotan akhlak. 

Banyak yang punya ilmu tinggi, 
jabatan tinggi dan terhormat, 
tetapi memiliki akhlak rendah. 
Karenanya tak jarang bermun-

culan tindak pidana kejahatan. 
Ada korupsi, ada perselingkuhan, 

ada tipu muslihat guna mengapai 
tujuan, dan seribu persoalan akhlak lainnya. Ketidak 
nyamanan hidup umat manusia hari ini adalah efek dari 
merosotnya akhlak umat manusia di muka bumi. 

Terkadang pengemis jalan, pemulung, dan tukang 
cangkol di sawah jauh lebih bermoral ketimbang 
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Badai pasti berlalu... 

Hiks..hiks..hiks... 

WARGA 16 Kampung Tua di Rem-
pang, Batam, diiming-imingi sertifikat 
hak milik (SHM) bila bersedia dire-

lokasi. Janji itu dilontarkan oleh Men-
teri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional (ATR/

BPN) Hadi Tjahjanto.
"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifi-

kat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin 
menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses 
pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di 
Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi 
Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu 
agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang 
sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang 
tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang 
terdampak tersebut," sambungnya.

Hadi menyampaikan janji tersebut saat terbang ke 
Rempang bersama Menteri Investasi/ Kepala BKPM 
Bahlil Lahadalia dan Menteri Dalam Negeri Tito 
Karnavian pada Sabtu (17/9). Ketiga menteri tersebut 
ditemani wakapolri, gubernur Kepulauan Riau, hingga 
wali kota sekaligus kepala BP Batam.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan 
di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, 
perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. 
Pada tahap awal, 

Malapetaka di Depan Mata
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Medan, MIMBAR - Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) kembali meng-
ingatkan malapetaka besar yang 

mampu menghantam dunia, 
termasuk Indonesia. Semua pihak, 

menurut Jokowi harus berhati-
hati. 

"Hati-hati, hati-hati, ancaman perubahan iklim 
sudah nyata dan sudah kita rasakan dan dirasakan se-
mua negara di dunia," ungkap Jokowi pada Festival 
Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru 
Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena Gelora Bung 
Karno, Jakarta, seperti dilansir dari CNBC Indone-
sia, Senin (18/9).

"Suhu bumi semakin panas cuaca juga semakin 
panas kekeringan ada di mana-mana bukan hanya di 
Indonesia saja," tegasnya.
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PPDB di Sumut  Diminta
Tak Ada Diskriminasi

Tersangka 
Kericuhan 
 Rempang 

 Ditangguhkan
Batam, MIMBAR - Polresta Barel-

ang (Batam, Rempang, Galang) telah 
mengabulkan permohonan penang-
guhan terhadap 8 orang tersangka yang 
terlibat kericuhan dengan petugas di Pu-
lau Rempang, Kota Batam, Kepulauan 
Riau, pada 7 September 2023 lalu.

"Kami mengabulkan penangguhan 
penahanan kepada delapan tersangka itu 
untuk kepentingan umum, kepentingan 
umat, serta kemaslahatan masyarakat. 
Yang ditangguhkan merupakan delapan 
tersangka yang diamankan pada 7 Sep-
tember lalu," ujar Kapolresta Barelang, 
Kombes Nugroho Tri Nuryanto, Sabtu 
(16/9).

Menurut Nugroho, permohonan pen-
angguhan itu dikabulkan dengan diikuti 
sejulah syara. Antara lain wajib lapor 
seminggu dua kali, tidak boleh keluar 
dari wilayah Kota Batam, serta tidak 
boleh mengulangi tindak pidana lagi.
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Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke 
K antor Gubernur Sumut.(net)

Kejati  Sumut 
 Tahan 4 Koruptor 
Program Kuliah 

 Gratis Jokowi
Medan, MIMBAR - 

 Kejaksaan Tinggi Sumatera 
Utara (Kejati Sumut) mela-
lui  Tim Tindak Pidana Khusus 
(Pidsus) melakukan penahanan 
terhadap MA selaku Wakil Rektor 
 Universitas Al Washliyah (Univa) 
Labuhanbatu.

Tiga tersangka lainnya dari 
pihak swasta, masing - masing: 
SH, RK dan HN, berkas terpisah 
juga dilakukan penahanan di 
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I 
Medan.

Demikian disampaikan  Kajati 
Sumut Idianto melalui Kasi 
Penkum Yos A Tarigan kepada 
wartawan, Senin (18/9).

Ia menuturkan, posisi 
k asusnya, 

Operasi Pasar 
 Serentak

ENAIKAN harga be-
ras di pasaran belakangan 
ini telah menambah beban 
masyarakat. Publik seolah 
dipaksa membeli beras 
premium yang harganya 
jelas tidak memasyarakat.

Tak ayal, ada anggapan 
bahwa para korporasi per-
tanian tengah memainkan 
harga beras, dengan dalih 
El Nino sebagai biang 

kerok minimnya stok beras sehingga harus menaik-
kan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR 

Medan, MIMBAR - Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 
melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Gubernur Sumatera Utara 
(Sumut) di Jalan Diponegoro, Senin (18/9).

Kunjungan kerja yang dilaksanakan itu dalam rangka inventarisasi materi 
pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang sistem pendidikan nasional, berkenaan dengan penerimaan peserta didik 
baru (PPDB) di Provinsi Sumut.

Anggota Komisi IV DPR 
RI, Daniel Johan.(net) 

Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri 
Nuryanto.(net)

Palestina, MIMBAR - 
Kementerian Luar Negeri 
Arab Saudi, Senin (18/9/2023) 
kemarin, mengutuk dan menge-

cam penyerbuan ke Masjid Al 
Aqsa oleh sekelompok ekstremis 
Yahudi di bawah perlindungan 
pasukan pendudukan Israel pada 

peringatan Tahun Baru Yahudi.
"Kementerian Luar Negeri 

Arab Saudi menegaskan bahwa 
praktik-praktik ini dianggap 

sebagai pelanggaran terang-
terangan terhadap semua norma 
dan konvensi internasional, dan 
provokasi terhadap perasaan 
umat Islam di seluruh dunia," 
kata kementerian itu dalam se-
buah pernyataan dilansir kantor 
berita WAFA.

"Kementerian Luar Negeri 
Saudi menganggap pasukan 
pendudukan Israel bertang-
gung jawab penuh atas dampak 
dari pelanggaran yang terus 
berlanjut ini dan menekankan 
seruannya kepada masyarakat 
internasional untuk memikul 
tanggung jawabnya untuk 

Arab Saudi Kecam
Penyerbuan Masjid Al Aqsa
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LUAR NEGERILuhut Dapat 
 Tugas Baru Lagi
Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordinator Kemar-

itiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan men-
dapatkan tugas baru lagi dari Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Tugas itu adalah menjadi Penanggung Jawab 
Bidang Substansi untuk Konferensi Tingkat Tinggi 
Forum Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic 
and Island States.

Tugas ini tertuang dalam Keputusan Presiden 
(Keppres) tentang Panitia Nasional Penyelenggara 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara Pulau 
dan Kepulauan (Archipelagic and Island States) Tahun 
2023.
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mereka yang duduk di kursi empuk dan ruangan berAC. Karena hidup 
mereka tidak sampai merugikan kehidupan orang lain. Mereka hanya 
butuh makan, tidak mencari kekayaan melimpah ruah, lalu berpoya-
poya dengan kesombongan.

Rasulullah SAW adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang 
sulit dicari tandingannya. Seluruh sifat dan perilaku yang dimiliki Ra-
sulullah sangat terpuji dan patut menjadi suri teladan sepanjang zaman.

Dalam kehidupan sehari-hari, beliau senantiasa gembira, murah hati, 
lemah lembut, tidak kaku dan keras, tidak suka mengutuk, tidak berkata 
keji, tidak suka mencela, tidak suka memuji, pura-pura lalai terhadap 
sesuatu yang tidak menarik dan tidak tunduk kepadanya, meninggalkan 
tiga perkara dari dirinya: riya, banyak bicara, dan membicarakan sesuatu 
yang tidak perlu. 

Rasulullah SAW meninggalkan manusia dari tiga perkara: tidak 
mencela seseorang, tidak menghinanya, dan tidak mencari-cari kes-
alahannya. Beliau tidak berbicara kecuali dalam hal-hal yang beliau 
mengharapkan pahalanya. 

Jika beliau berbicara, orang-orang yang hadir di majelisnya diam, 
seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Jika beliau diam, 
mereka baru bicara. Mereka tidak berdebat di hadapan beliau. Jika ada 
seseorang berbicara saat beliau berbicara, mereka menyuruhnya diam 
hingga beliau selesai berbicara. 

Dalam kesehariannya, Rasulullah selalu tersenyum jika ada sesuatu 
yang membuat mereka tersenyum, mengagumi sesuatu yang membuat 
mereka kagum, sabar menghadapi kekasaran orang asing. Beliau 
bersabda, "Jika kalian melihat orang yang ingin memenuhi kebutuhan 
hidupnya, maka bantulah ia.” Beliau tidak mencari pujian kecuali dari 
orang yang memang pantas. 

Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadhu (rendah hati) 
dan paling jauh dari sifat sombong. Beliau tidak menginginkan orang-
orang berdiri saat menyambut kedatangannya seperti yang dilakukan 
terhadap para raja. 

Kepedulian terhadap tetangga dan kaum papa begitu tinggi. Beliau 
biasa menjenguk orang sakit, duduk bersama orang miskin, memenuhi 
undangan hamba sahaya, duduk di tengah para sahabat, sama seperti 
keadaan mereka. 

Begitu mulianya akhlak Rasulullah SAW, hidup dalam keseder-
hanaan tidak membuatnya hina. Sampai Aisyah berkata, “Beliau biasa 
menambal terompahnya (sandal), menjahit bajunya yang robek, mel-
aksanakan pekerjaan dengan tangannya sendiri, seperti yang dilakukan 
salah seorang di antara kalian di dalam rumahnya. Beliau sama dengan 
orang lain, mencuci pakaiannya, memerah air susu dombanya, dan 
membereskan urusannya sendiri.” 

Itulah gambaran akhlak Rasulullah SAW yang menjadi rujukan 
keteladanan manusia sepanjang masa. Mari kita meniru akhlaknya, 
terlebih jika saat ini kita diberikan amanah oleh Allah SWT untuk 
melayani umat (pemimpin).

Pantaslah segala ucapan Rasulullah selalu didengar para sahabatnya, 
dan juga umatnya setelah ribuan tahun Rasulullah tiada. Karena di dalam 
diri Rasulullah sendiri tertanam suri tauladan yang mulia. Karena itu 
pantaslah yang ngaku-ngaku pemimpin hari ini tidak pernah didengar 
bicaranya, bahkan sering dibantah ucapannya. Ini tidak lain karena 
mereka tidak memiliki akhlak.(*)

Merosotnya Akhlak

Dari Halaman 1

Meski permohonan penangguhan itu dikabulkan, Nugroho me-
mastikan proses hukum tetap dilanjutkan.

"Seandainya situasi kamtibmas di Kota Batam, khususnya Rem-
pang aman dan kondusif, tentunya ada pertimbangan lain, ada ke-
mungkinan untuk dilakukan restorative justice (RJ)," katanya.

Sementara itu, untuk tersangka lainnya yang terlibat kericuhan 
pada 11 September 202, masih dalam pemeriksaan.

"Untuk penangguhan dan lain sebagainya, kita lihat pertimbangan 
dari penyidik, termasuk saran dan masukan dari pimpinan," imbuhnya.

Dilanjutkan Nugroho, dengan penangguhan penahanan 8 orang 
tersebut, dia mengajak warga, khususnya di Rempang untuk menjaga 
situasi kamtibmas yang kondusif. 

"Jadi kami dari kepolisian, tugasnya cuma memberikan kea-
manan saja. Seperti tugas pokok kita sebagai pelindung, pengayom 
masyarakat, penegak hukum, penjaga kamtibmas. Kami di situ dalam 
rangka untuk bidang keamanan saja, nggak lain, nggak lebih," tandas 
Nugroho.(rm/js)

Tersangka Kericuhan...
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RI, Daniel Johan berpendapat, pemerintah harus segera melakukan 
operasi pasar untuk menstabil harga di pasaran.

“Langkah daruratnya, segera lakukan operasi pasar secara serentak 
dan masif,” kata Daniel, Senin (18/9).

Legislator dari Fraksi PKB ini menambahkan, pemerintah perlu 
menjatuhkan sanksi kepada perusahaan beras yang memainkan harga 
dan mengkambinghitamkan El Nino.

“Segera ditindak dan jatuhi sanksi yang tegas. Iya, operasi pasar 
dan pastikan tidak ada monopoli dan pelanggaran hukum,” katanya.

Daniel menegaskan, pemerintah perlu menindak secara tegas peru-
sahaan-perusahaan nakal yang lakukan pengaturan harga. 

“Iya lakukan penindakan hukum,” tutupnya.(rm/js)

Operasi Pasar...

Dari Halaman 1

pada tahun anggaran 2021 - 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kemendikbud) RI memberikan bantuan Kartu Indonesia Pintar 
(KIP) kepada 233 mahasiswa Rp7.200.000.

"Seperti kita ketahui KIP adalah program bantuan sosial yang dilun-
curkan oleh Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dengan tujuan mening-
katkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Kasi Penkum.

Setiap semester per mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan sebe-
sar Rp2.400.000, biaya hidup sebesar Rp4.800.000 yang bersumber dari 
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Kemendikbud kemudian mentransfer biaya pendidikan ke rekening 
kampus Univa, sementara biaya hidup ditransfer ke rekening masing 
masing mahasiswa. 

"Biaya hidup mahasiswa sebesar Rp4.800.000 per mahasiswa untuk 
semester pertama tahun 2021,  diduga telah dilakukan pungli oleh ter-
sangka Wakil Rektor II Miftah Ar Razy dan pihak luar atau swasta atas 
sepengetahuan Wakil Rektor II yang bervariasi antara Rp2.500.000 hing-
ga Rp3.100.000 per mahasiswa," ungkap Yos.

Pada saat pencairan dana dari Bank Mandiri Cabang Rantauprapat, 
setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyetorkan kembali uang kepada 
Wakil Rektor II Miftah Ar Razy maupun kepada pihak swasta yang 
bertindak sebagai koordinator untuk mengumpulkan uang dari maha-
siswa atas nama Syarif Hidayat (teman Miftah Ar Razy). 

Bahwa jumlah dana biaya hidup yang dikutip dari sebanyak 321 ma-
hasiswa adalah sekitar Rp 662.000.000. 

"Dengan rincian, sekitar Rp350 juta dikutip kelompok tersangka 
Miftah Ar Razy dan sekitar Rp 313.000.000 dikutip kelompok tersangka 
Syarif Hidayat," tutur mantan Kasi Pidsusus Kejari Deliserdang tersebut.

Akibat pungli tersebut, uang biaya hidup mahasiswa tidak seluruhnya 
dapat digunakan untuk keperluan mahasiswa, sehingga merugikan para 
mahasiswa penerima bantuan KIP dari pemerintah.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 Subsidair  Pasal 3 jo Pasal 12 huruf 
b, huruf e, dan huruf g UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil penyidikan, tim penyidik telah memperoleh mini-
mal 2 alat bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalah-
gunaan dana bantuan KIP berupa keterangan saksi, ahli, surat dan alat 
bukti petunjuk.

Juru Bicara Kejati Sumut menambahkan, alasan dilakukan penahanan 
mengubgat ancaman hukumannya diatas dari 5 tahun sesuai dengan Pasal 
21 KUHAPidana. "Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, meru-
sak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana 
sehingga berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1981 terhadap 
tersangka dapat dilakukan penahanan," tandasnya.

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Wakil Rektor II dan kawan - 
kawan kemudian dititipkan di Rutan Kelas I Medan selama 20 hari sejak 
tanggal 18 September 2022 hingga  7 Oktober 2023.(A-08)

Kejati  Sumut...
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ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China 
Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun 
pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah 
Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hu-
nian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di 
mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari 
menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga 
akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal semen-
tara. "Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah se-
luas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan 
tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. 
Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya 
jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 
juta," jelas Bahlil. 

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak 
masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil  menyebut in-
vestasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerak-
kan roda ekonomi dan   menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil 
mengklaim masyarakat akan rugi jika  investasi di Rem-
pang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor 
yang tak akan sudi  menunggu lama gerak Pemerintah 

Indonesia.
"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, 
emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh 
mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tan-
das Bahlil. 

 MINTA DIHENTIKAN
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ula-

ma (PBNU) Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur mem-
inta proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang, 
Batam, Kepulauan Riau, dihentikan sementara lantaran 
telah memicu konflik lahan dan bentrok antara warga 
dengan aparat berseragam. Menurutnya, pembangunan 
kawasan Rempang Eco City itu perlu ditinjau ulang. 
"Kita sudah mengeluarkan statement agar dihentikan 
sementara untuk ditinjau ulang, kedepankan musyawa-
rah dan negosiasi," kata Gus Fahrur, seperti dilansir dari 
CNNIndonesia.com, Kamis (14/9).

Dia juga meminta pemerintah menghentikan semen-
tara proses pengukuran lahan. Ia mengimbau pemerin-
tah memaksimalkan upaya dialog dan musyawarah 
bersama masyarakat.

Gus Fahrur meminta pemerintah mengevaluasi 
kembali pelaksanaan PSN di Pulau Rempang agar be-
nar-benar memberikan kemakmuran rakyat secara luas.

"Tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut 
berjalan optimal," kata dia.

Tak hanya itu, Gus Fahrur meminta  pemerintah 
memberi santunan dan biaya  pengobatan  untuk warga 
yang menjadi korban  dari bentrokan di sekitar kawasan 
Pulau Rempang. Pemerintah, kata dia, juga harus 
mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh 
aparat ketika m elakukan pengukuran lahan. "Aparat 
keamanan harus menghormati hak asasi warga negara 
atas tanahnya, terutama hak atas keadilan dan perlakuan 
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 
sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila," ucap dia.

Seperti diketahui, konflik lahan atas rencana pem-
bangunan kawasan Rempang Eco City telah menuai 
protes dari ribuan warga di sekitar pulau yang menolak 
proyek tersebut.

Bentrok antara warga dengan aparat keamanan serta 
penegak hukum pun sempat terjadi. Saat ini, penyidik 
Polresta Barelang menetapkan 34 orang sebagai ter-
sangka dalam kericuhan unjuk rasa penolakan relokasi 
16 Kampung Tua Pulau Rempang di depan kantor BP 
Batam, Senin (11/9).

Sebelumnya, dalam bentrokan pada 7 September, 
polisi juga menetapkan 7 orang sebagai tersangka. 
Mereka sempat ditahan, tetapi ditangguhkan. (cnni/js)

Warga 16...
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Apa tugas Luhut menjadi Penanggung Jawab Bi-
dang Substansi?

Pada pasal 8 nomor 1, penanggung jawab bidang 
substansi memiliki empat tugas. Berikut ini rincian tu-
gasnya:

1. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Bidang 
Substansi dalam penyelenggaraan KTT AIS Forum 
2023;

2. menyusun dan menyiapkan rencana kerja, ang-
garan, dan pelapora kegiatan, serta melaksanakan 
monitoring dan evaluasi Bidang Substansi dalam men-
dukung penyelenggaraan KTT AIS Forum 2023 untuk 
disampaikan kepada pengarah;

3. melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait 
Bidang Substansi dengan negara-negara, organisasi in-
ternasional, mitra internasional lain, dan peserta KTT 
AIS Forum 2023; dan

4. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh 
Pengarah.

Dalam keputusan tersebut tertera susunan panitia se-
cara nasional, mulai dari Susunan Pengarah yang diket-
uai oleh Presiden Joko Widod (Jokowi).

Susunan Pengarah:
a. Presiden Republik Indonesia
b. Wakil Presiden Republik Indonesia
c. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan
d. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
e. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Ma-

nusia dan Kebudayaan.
Susunan Penanggung Jawab Bidang Substansi:

Ketua: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi

Wakil Ketua I: Menteri Luar Negeri
Wakil Ketua II: Menteri Kelautan dan Perikanan
Anggota:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Sekretaris Kabinet
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
6. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika
7. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Mar-

itim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi

8. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkun-
gan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi

9. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekono-
mi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemariti-
man dan Investasi

10. Deputi Bidang Politik Luar Negeri, Kementerian 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

11. Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Interna-
sional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

12. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Inter-
nasional, Kementerian Luar Negeri

13. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan 
Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

14. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan

15. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ru-
ang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

16. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya 
Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-
sional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

17. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan In-
frastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

18. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyeleng-
gara Kegiatan (events), Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif

19. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 
Sekretariat Kabinet

20. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sek-
retariat Kabinet

2l . Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika

22. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan 
Riset dan Inovasi Nasional

23. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Na-
sional Penanggulangan Bencana

24. Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Ang-
katan Laut.

Selain itu ada susunan panitia lainnya mulai dari 
Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara, 
Logistik, dan Infrastruktur yang diketuai oleh Menteri 
Sekretariat Negara Pratikno.

Lalu ada Susunan Penanggung Jawab Bidang Ko-
munikasi dan Media, diketuai oleh Menteri Komunikasi 
dan Informatika Budi Arie Setiadi. Selain itu, Susunan 
Penanggung Jawab Bidang Kesehatan Menteri Keseha-
tan Budi Gunadi Sadikin.(det/js)
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Hal ini, kata Jokowi, mengakibatkan munculnya 
berbagai macam krisis, salah satunya pangan. Banyak 
negara kini kesulitan untuk mendapatkan pangan, baik 
dari produksi dalam negeri maupun impor. 

"Akhirnya ada krisis pangan, beberapa negara 
kekurangan pangan baik itu gandum, beras," ujarnya.

Persoalan ini semakin rumit ketika belasan negara 
memilih untuk menahan ekspor, khususnya beras.

"Yang biasanya negara-negara itu mengekspor 
berasnya 19 negara sekarang sudah setop ngerem ek-
spornya, tidak diekspor lagi sehingga banyak negara 
yang harga berasnya naik termasuk di Indonesia sedikit 
naik," terang Jokowi.

Jokowi juga mewanti-wanti terkait kerusakan 
lingkungan, baik itu lahan hutan, hutan hujan tropis, 
hingga hutan mangrove di Indonesia. Ia meminta agar 
masyarakat memberikan perhatian lebih kepada kondisi 
kerusakan yang terjadi di sejumlah hutan Indonesia.

Jokowi lalu meminta agar masyarakat mulai menan-
am pohon secara masif saat musim penghujan tiba, khu-
susnya penanaman pohon mangrove di daerah pesisir.

"Hati-hati. Saya titip kepada pegiat lingkungan, 
ketua adat, para penyuluh, agar kita giatkan kembali re-
habilitasi hutan, perbaikan hutan," kata dia. 

KENAIKAN HARGA
Pekan sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui telah 

terjadi kenaikan harga beras yang cukup signifikan. Ini 
terjadi tak hanya di Indonesia saja, tetapi juga seluruh 
dunia.  

"Ya, karena semua negara naik. Ini sama seperti 
barang lain. BBM (bahan bakar minyak) juga gitu kan. 
Kalau harga pasar dunia naik pasti dalam negeri terk-
erek," kata Jokowi kepada wartawan.

Menurutnya, harga-harga beras naik imbas dari be-
berapa negara yang menghentikan ekspornya. Selain 
itu, karena produksi padi yang tengah menurun imbas 
fenomena El Nino. "Apalagi beberapa negara stop un-
tuk tidak ekspor beras seperti India yang produksinya 
gede, ekspornya biasanya gede stop. sama dulu kaya 
gandum Ukraina sama Rusia memiliki stok sampai 200 
juta ton stop sehingga terguncang dan naik harga gan-
dum," kata Jokowi.

Selain itu, menurutnya, saat ini pemerintah tengah 
melakukan upaya agar harga beras terjaga. Seperti 
manajemen tata kelola beras, hingga membanjiri pasar 
ritel dari beras stok Perum Bulog.

 IMBAS PERANG UKRAINA-RUSIA
Jokowi mengatakan, Ukraina dan Rusia sebagai 

produsen gandum cukup besar telah menghentikan ek-
spornya. "Ukraina sama Rusia yang memiliki stok sam-
pai 200 juta ton, stop, sehingga udah guncang dan naik 
harga gandum," ungkap Jokowi.

Untuk itu, Jokowi menekankan bagaimana tata 
kelola dalam negeri agar dampaknya tidak begitu besar 
bagi masyarakat luas. Upaya yang dilakukan pemerin-
tah untuk menekan harga berbagai macam, mulai dari 
penyaluran beras operasi pasar ke pasar hingga ritel. 
Kemudian juga menyalurkan bantuan pangan kepada 
masyarakat bawah.

"Yang paling penting manajemen tata kelola kita 

dalam menghadapi itu punya. Yang penting itu juga. 
Nanti ini setelah ritel semua diguyur oleh Bulog, Cipi-
nang diguyur oleh Bulog kemudian masyarakat juga 
diberi ini (bansos) juga ini kayak operasi pasar mem-
berikan ke rakyat itu," tuturnya.

"Sehingga stok-stok di rakyat, stok di gudang-gu-
dang swasta semuanya ada. Karena yang kita berikan 
ini 210.000 ton bukan barang sedikit loh. Kepada 21,3 
juta penerima," lanjutnya.

 BANTUAN BERAS
Untuk diketahui, mulai bulan September sampai 

Oktober 2023, pemerintah bakal menggelontorkan 
bantuan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan, kepada 
21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Masing-
masing KPM diberikan 10 kg beras. Ini adalah penyalu-
ran kedua, setelah digelontorkan pada bulan Maret-Mei 
2023 lalu. Bantuan beras ini diharapkan bisa mengenda-
likan laju kenaikan harga beras di dalam negeri.  

Jokowi meyakini, dengan cara itu tingkat inflasi 
di Indonesia terjaga hingga akhir tahun. Sebelumnya 
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi ta-
hunan pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year-on-year/
YoY) atau berada di kisaran target pemerintah 3% plus 
minus 1%. "Kalau inflasi saya kira masih akan terjaga 
di sekitar 3%," katanya.

Jokowi pun memastikan ketersediaan beras di gu-
dang Bulog. Dia mengatakan, stok cadangan beras 
pemerintah (CBP) masih cenderung aman, mencapai 2 
juta ton. Di mana tersedia di gudang Bulog mencapai 
1,6 juta ton dan 400 ribu ton beras impor dalam perjala-
nan.(bes/js)
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Dalam kunker DPD RI itu dihadiri Muslim M Yatim 
(Sumbar), Dedi Batubara (Sumut), M Fadhil Rahmi, 
(Aceh), M Gazali (Riau), M Sum Indra (Jambi), Arniza 
Nilawati, (Sumsel), Eni Khairani (Bengkulu), Herry Er-
fian (Bangka Belitung), Ria Saptarika (Riau), Aa Oni 
Suwarman (Jabar) dan Bambang Sutrisno (Jateng).

Kegiatan itu pun dibuka Asisten I Pemprov Sumut 
Basarin Yunus Tanjung itu dihadiri Plt Direktur SMA 
Kemendikbudristek RI Winner Jihad Akbar, Kadis 
Pendidikan Prov Sumut dan jajaran, serta para praktisi 
pendidikan. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Muslim 
M Yatim, mengatakan, tujuan kunker itu antara lain 
melakukan Inventarisasi persoalan dan permasalahan 
serta analisis terkait pelaksanaan UU Sisdiknas, khu-
susnya pada PPDB Sistem Zonasi, melakukan dialog, 
menggali informasi serta gagasan guna mendapatkan 
masukan dan perbaikan bagi pelaksanaan UU Sisdik-
nas, khususnya pada PPDB sistem zonasi.

“Sistem PPDB adalah salah satu tahapan untuk 
pemenuhan hak setiap warga negara, khususnya anak 
dalam pendidikan. PPDB sistem zonasi yang digelar 
pemerintah sejak tahun 2007 sejatinya merupakan 
terobosan di bidang pendidikan, untuk melakukan 
pemerataan pendidikan. Karena itu, diharapkan, Kun-
ker ini menghasilkan aspirasi, pemikiran dan gagasan 
untuk bahan penyusunan pengawasan DPD RI atas pe-
nyelenggaraan PPDB sistem zonasi,” katanya.

Muslim menyebutkan, sejumlah isu yang didis-
kusikan dalam pertemuan itu antara lain, bagaimana 
hasil pengawasan dan evaluasi dinas pendidikan dae-
rah terkait pelaksanaan PPDB di daerah?, apa per-
masalahan yang sering dihadapi dinas pendidikan dae-
rah terkait PPDB sistem zonasi maupun jalur lainnya?, 
bagaimana hasil evaluasi dan langkah antisipasi yang 
dilakukan dalam mencegah maraknya isu kecurangan 
dalam PPDB sistem zonasi.

Kemudian, bagaimana hasil pengawasan dan evalu-
asi dari dinas pendidikan daerah mengenai ketersediaan 
sekolah negeri untuk tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, 
baik dari segi kuantitas maupun kualitas, mengingat 
adanya ketimpangan jumlah sekolah antara SD den-
gan SMP dan dengan SMA atau sederajat?, bagaimana 
kondisi ketersediaan guru pengajar maupun sarana dan 
prasarana sekolah di daerah terkait kuantitas maupun 
kualitasnya?

“Selain itu, bagaimana pendapat terhadap usulan un-
tuk mengurangi/menghilangkan kuota zonasi, atau ada 
alternatif lain PPDB pengganti jalur zonasi?, apakah 
terdapat permasalahan dalam PPDB jalur lain?, serta 
bagaimana pandangan dan pendapat pihak dinas pen-
didikan daerah terhadap adanya pungutan biaya bagi 
peserta didik baru?” sebutnya.

Ia menegaskan, sekolah negeri memproduksi lay-
anan publik yang harus memiliki tiga aspek yakni tidak 
boleh dikompetisikan secara berlebihan, tidak boleh 
dieksklusifkan untuk orang/kalangan tertentu, dan tidak 

boleh ada praktek diskriminasi.
Sementara Senator DPD RI asal Sumut, Dedi 

Batubara, menerangkan dugaan praktik kecuran-
gan pada PPDB tahun 2023 terjadi hampir di seluruh 
tanah air. Bentuk-bentuk kecurangan yang dilaporkan 
masyarakat, yakni dengan modus melakukan peruba-
han keterangan domisili pada KK, merekayasa surat 
keterangan tidak mampu, hingga dugaan jual beli kursi 
kusi kosong. 

“Fakta ini sangat memprihatinkan. Kita mau mel-
akukan perbuatan baik, belajar dan menuntut ilmu, tapi 
perbuatan baik itu kita lakukan dengan cara yang buruk 
dan tidak benar. Sebagai senator Provinsi Sumut, kami 
juga telah melakukan pengawasan atas PPDB 2023, 
beberapa temuan sekaligus rekomendasi juga sudah 
kami sampaikan kepada pemerintah provinsi dan pihak 
terkait lainnya sebagai upaya perbaikan ke depan,” 
terangnya..

Dalam kegiatan itu, Senator Jawa Tengah, Bambang 
Sutrisno, mengusulkan agar fleksibilitas diserahkan 
kepada daerah untuk menentukan persentase jumlah 
siswa dalam PPDB, disesuaikan dengan kondisi dae-
rah. Sementara Kemendibudristek RI memberi batasan 
persentase dengan penetapan batas atas dan bawah.

Di akhir kegiatan, Wakil Ketua Komite III DPD 
RI, Muslim M Yatim, berjanji akan membahas segala 
masukan dan saran yang diperoleh dalam kegiatan itu 
agar selanjutnya dibahas dengan pemerintah pusat, un-
tuk diperoleh solusinya.(wol/js)
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mengakhiri eskalasi pendudukan Israel, memberikan 
perlindungan yang diperlukan bagi warga sipil, dan 
mengerahkan semua upaya untuk mengakhiri konflik 
ini," kata pernyataan tersebut.

Sebelumnya, ratusan ekstremis Yahudi pada Ahad 
(17/9/2023), menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa, situs 
tersuci ketiga dalam Islam yang terletak di Kota Tua 
Yerusalem yang diduduki Israel. Penyerbuan ini dilaku-
kan, saat mereka menandai Tahun Baru Yahudi, dengan 
alasan akan mengadakan ritual keagamaan.

Salah satu dari mereka meniupkan shofar yang 
merupakan pelanggaran nyata terhadap status quo yang 

telah berlangsung selama beberapa dekade menjadi kes-
epakatan bersama. Di mana menyatakan bahwa seluruh 
kompleks Masjid Al-Aqsa seluas 144 dunum, yang juga 
dikenal sebagai Al Haram Al Syarif atau tempat suci 
yang mulia, merupakan tempat suci murni umat Islam. 

Dan hanya Muslim yang boleh melakukan shalat 
dan ritual keagamaan di area komplek Al Haram Al 
Syarif ini. Pada saat yang sama, para jamaah Muslim 
dijauhkan dari Masjid sementara beberapa orang, teru-
tama pria dan wanita yang lebih tua, diserang dengan 
kejam oleh polisi Israel.

Jemaah muslim yang cukup tua, mereka dipaksa un-
tuk keluar dari tempat suci Masjid Al-Aqsha tersebut. 
Hal ini untuk mengamankan penyerbuan oleh kelom-

pok radikal Yahudi yang akan merangsek masuk area 
komplek Al Haram Al Syarif.

Pelanggaran terhadap kesucian tempat suci umat 
Islam selalu meningkat selama hari-hari besar Yahudi, 
karena provokasi organisasi-organisasi Yahudi fanatik. 
Mereka menyerukan kepada para pengikutnya untuk 
mengintensifkan penyerbuan mereka ke Masjid Al-
Aqsha.

Penyerbuan itu dilakukan pada jam-jam kunjun-
gan pagi hari untuk menciptakan kehadiran rutin kaum 
Yahudi di kompleks tersebut. Di mana pada akhirnya 
mereka berharap umat Islam dapat membagi komplek 
Masjid Al-Aqsha ini dan mengubah sebagian atau selu-
ruh tempat tersebut menjadi kuil Yahudi. (rep/js)
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